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Bea Materai adalah pajak yang di kenakan atas dokumen, baik itu 
dokumen kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang 
perbuatan. Pemerintah secara resmi telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 2020 tentang Bea Materai yang terbaru. Dan dengan di sahkan nya 
ketentuan baru ini maka ketentuan yang lama yang mengatur tentang Bea Materai 
yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 resmi di cabut oleh pemerintah. 
Perubahan ini dilakukan karena sudah tidak relevan dengan kebutuhan ekonomi 
yang ada saat ini. Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak 
perubahan bea materai Rp 6000 menjadi Rp 10.000 terhadap kegiatan Kantor 
Notaris Paulus Manaek Simbolon, S.H., M.Kn. dan untuk mengetahui kendala 
yang dialami Kantor Notaris Paulus Manaek Simbolon, S.H., M.Kn. dengan 
adanya perubahan bea materai Rp 6000 menjadi Rp 10.000. penelitian ini 
menggunakan metode Kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Kantor 
Notaris Paulus Manaek Simbolon, S.H., M.Kn. Pekanbaru. 
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Stamp Duty is a tax that is imposed on documents, whether they are paper 
documents containing writings that contain meaning and intent about actions. The 
government has officially passed Law Number 10 of 2020 regarding the latest 
Stamp Duty. And With the ratification of this new provision, the old provision 
governing Stamp Duty, namely Low Number 13 of 1985, are officially revoked by 
the government. This change was made because it is no longer relevant to the 
current economic needs. This final project aims to find out how the impact of 
changing the stamp duty from Rp 6000 to Rp 10.000 on the activites of the notary 
Paulus Manaek Simbolon, S.H., M.Kn. and to find out the problems experienced 
by the stamp duty of Notary Paulus Manaek Simbolon, S.H M.Kn. with the change 
in the stamp duty of Rp 6000 to Rp 10.000. this research uses descriptive 
qualitative method. Data collection techniques used interview and documentation 
techniques. This research was conducted at the office of notary Paulus Manaek 
Simbolon, S.H., M.Kn Pekanbaru. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan pancasila dan undang-
undang dasar 1945 yang memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada 
semua warga Negara untuk berperan serta dalam pembangunan Nasional Negara. 
Dalam menyelenggarakan pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menjaga 
kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanaan, pertahanan, 
maupun kecerdasan kehidupannya dan hal ini sesuai dengan tujuan Negara yang 
tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang berbunyi: 
“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta 
untuk memajukan kesejahteraan umum, memcerdaskan kemerdekaan, perdamaian 
abadi, dan keadilan sosial”.   
Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan 
peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan 
kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan 
Pembangunan Nasional. Manusia hidup bersama-sama karena saling 
membutuhkan satu sama lain. Manusia sebagai individu yang saling bergaul untuk 
mempertahankan hidupnya. Berdasarkan hal tersebut, Aristoteles menyebutkan 
bahwa manusia sebagai zoon politicon, yang berarti manusia sebagai makhluk 
sosial yang hidup bermasyarakat dan memiliki hubungan yang erat antara satu 





kewajiban untuk melakukan Tindakan dalam lalu lintas hukum yang 
diberlakukkan di Indonesia Pamungkas (2017). 
Sebelumnya materai Rp 3000 dan Rp 6000 menggunakan dasar hukum 
pengenaan bea materai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 atau 
disebut juga Undang-Undang Bea Materai. Undang-undang ini berlaku sejak 
tanggal 1 Januari 1986. Selain itu, untuk mengatur pelaksanaanya, telah 
dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea 
Materai dan besarnya batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan bea 
materai Mardiasmo (2018:51). kini Pemerintah secara resmi mengesahkan 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai yang terbaru dan 
dengan disahkannya ketentuan baru ini, maka ketentuan yang lama yang mengatur 
tentang Bea Materai yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 resmi di cabut 
oleh Pemerintah. 
Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, baik dokumen 
kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang 
perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan pihak-pihak yang 
berkepentingan. Dalam peraturan lama materai dikenakan Pajak (Bea Materai) 
yaitu biaya pajak atas dokumen dengan memberikan cap tanda Materai. Saat ini 
Bea Materai hanya terutang pada dokukmen berupa kertas Sumitro dalam Dari 
(2020). Dengan demikian, yang dikenakan pajak adalah dokumen yang dibuat 





Bea Materai tidak bersifat sebagai penganti jasa yang disediakan oleh 
pemerintah. Pemerintah mengenakan bea materai atas dokumen dimana tidak ada 
imbalan secara langsung yang diberikan oleh pemerintah kepada pembayar bea 
materai. Karena bea materai adalah pajak yang dipungut dari rakyat untuk 
keperluan membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara, maka 
sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, peraturan 
mengenai bea materai ditetapkan dengan undang-undang Siahaan (2008:5). 
Di Indonesia perlakuan administrasi dalam surat menyurat tentunya sudah 
tidak asing lagi dengan keberadaan secarik kertas kecil materai dalam 
mempertegas keabsahan pada surat perjanjian. Keberadaan materai tempel pada 
dokumen berharga sangat diperlukan, Bea Materai dari dokumen telah menjadi 
salah satu sumber pendapatan Negara. Kehadiran materai di setiap dokumen 
tertentu selalu kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, selain itu juga penggunaan 
materai yang paling dirasakan kehadirannya adalah penggunaan materai yang 
dilakukan oleh masyarakat dalam setiap transaksi yang dilakukan melalui 
pembuatan surat perjanjian dan atau kontrak. Untuk dapat memperoleh kepastian 
hukum suatu surat perjanjian. harus dilakukan menurut ketentuan atau norma-
norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga akkibat hukum dari surat 
perjanjian yang dibuat menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing 
pihak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada surat perjanjian 
tersebut. Tumilar dalam Tuanaya (2020).  
Pajak dalam bea materai ini dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata 





mempunyai 2 (dua) tarif bea materai yang berlaku yaitu tarif materai Rp 3000 dan 
Rp 6000.  
Berikut ini jenis-jenis dokumen yang menggunakan materai Rp 3000 dan 
Rp 6000 beserta tarif nya dapat dilihat dari tabel dibawah ini : 
Tabel 1:1. Dokumen yang menggunakan materai Rp 3000 dan Rp 6000 
No. Dokumen  Tarif 
1 Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan 
tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai 
perbuatan kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata 
 
Rp 6000 
2 Akta-akta Notaris termasuk salinannya Rp 6000 
3 Surat berharga seperti wesel, promes, dan askep Rp 6000 
4 Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian 
dimuka pengadilan yaitu: 
a. Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan 
b. Surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Materai 
berdasarkan tujuannya, jika digunakan oleh orang lain, 
selain dari maksud semula 
Rp 6000 
5 Surat yang memuat jumlah uang, yang menyebutkan 
penerimaan uang: 
a. Yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp 
250.000 
b. Yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 
250.0000 sampai dengan Rp 1.000.000 






6 Surat yang memuat jumlah uang yang menyatakan 
pembukuan uang ataau penyimpanan yang dalam rekening 
bank : 
a. Yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp 
250.00 
b. Yang mempunyai harga nominal  lebih dari Rp 250.000 
sampai dengan Rp 1.000.000 













Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Pajakku.com (2021), 
menyatakan bahawa perubahan undang-undang tentang bea materai sangat 
diperlukan karena untuk saat ini aturan yang mengatur mengenai pajak atas 
dokumen masih berlandaskan pada peraturan yang lama yaitu dengan 
undang-undang No. 13 tahun 1985 yang dianggap sudah tidak relevan 
dengan kebutuhan ekonomi yang ada pada saat ini. Meski demikian, materai 
Rp 3000 dan Rp 6000 masih bisa di gunakan selama masa transisi dan 
berlaku sampai 31 Desember 2021. Dan setelah adanya pembahasan revisi 
undang-undang bea materai dan dengan dibawanya ke Sidang Paripurna akhirnya 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 29 
September 2020 mengesahkan produk hukum yaitu Bea Materai, yang dengan 
demikian tarif baru materai Rp 10.000 akan di berlakukan pada 1 Januari 2021. 
Dalam undang-undang baru ini tarif bea materai Rp 3000 dan Rp 6000 di hapus 
dan di jadikan tarif tunggal Rp 10.000 (Materai Rp 10.000). Artinya, materai Rp 
3000 dan  materai Rp 6000 yang selama ini digunakan oleh masyarakat luas sudah 
tidak lagi di cetak Negara selama masa transisi. Meskipun begitu, Pemerintah 
masih memberikan masa transisi sebelum ketentuan bea materai Rp 10.000 benar-








Berikut ini gambar materai Rp 3000, Rp 6000 dan Rp 10.000 dapat dilihat 








Gambar 1:1. Materai yang di gunakan di Indonesia 
 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tujuan dari tarif Bea 
Materai Rp 10.000 ini adalah untuk mengoptimalkan penerimaan negara guna 
membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia 
yang sejahtera, memberikan kepastian hukum dalam pemungutan Bea Materai, 
menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, menerapkan pengenaan Bea 
Materai secara lebih adil, dan menyelaraskan ketentuan Bea Materai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 
Pada dasarnya penggunaan materai di Kantor Notaris Paulus Manaek 
Simbolon, S.H., M.Kn memakai materai Rp 6000 dan Rp 3000 dengan adanya 





pada tanggal 1 Januari 2021. Kantor Notaris tersebut telah memakai materai Rp 
10.000 sejak bulan Februari 2021 dikarenakan pada bulan Januari materai Rp 
10.000 tersebut stoknya masih sangat terbatas. Perubahan yang terjadi di kantor 
notaris setelah memakai materai terbaru peningkatan dan penyederhanaan tarif 
menjadi Rp 10.000 yang awalnya Rp 3000 dan Rp 6000, perubahan Batasan 
nominal dokumen yang dikenakan bea materai yang pada awalnya Rp 250.000 
sampai Rp 1.000.000 dan diatas Rp 1.000.000 kini menjadi di atas Rp 5.000.000.  
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk 
mengambil sebuah penelitian yang akan dituangkan dalam judul DAMPAK 
PERUBAHAN BEA MATERAI Rp 6000 MENJADI Rp 10.000 DI KANTOR 
NOTARIS PAULUS MANAEK SIMBOLON, S.H., M.Kn. PEKANBARU 
1.2 Rumusan Masalah  
Bedasarkan latar belakang diatas dapat di simpulkan rumusan masalah 
yaitu sebagai berikut: 
1. Bagaimana Dampak Perubahan Bea Materai Rp 6000 Menjadi Rp 
10.000 Terhadap Kegiatan Kantor Notaris Paulus Manaek Simbolon, 
S.H., M.Kn. Pekanbaru  
2. Apa kendala yang di alami Kantor Notaris Paulus Manaek Simbolon, 
S.H., M.Kn. Pekanbaru dengan adanya perubahan Bea Materai Rp 








1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan 
1.3.1 Tujuan Penulisan   
1. Untuk mengetahui dampak perubahan bea materai Rp 6000 menjadi 
Rp 10.000 terhadap kegiatan Kantor Notaris Paulus Manaek 
Simbolon, S.H., M.Kn. Pekanbaru 
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami kantor Notaris Paulus 
Manaek Simbolon, S.H., M.Kn. Pekanbaru dengan adanya perubahan 
bea materai Rp 6000 menjadi Rp 10.000. 
 
1.3.2 Manfaat Penulisan 
Adapun manfaat dari penulisan tugas akhir ini yaitu sebagai berikut: 
1. Bagi Mahasiswa, menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa 
menyangkut tentang Dampak Perubahan Bea Materai Rp 6000 
menjadi Rp 10.000 di Kantor Notaris Paulus Manaek Simbolon, S.H., 
M.Kn. Pekanbaru. 
2. Bagi Intansi, untuk menambah informasi dan pengetahuan tentang 
Dampak Perubahan Bea Materai Rp 6000 menjadi Rp 10.000 di 
Kantor Notaris Paulus Manaek Simbolon, S.H., M.Kn. Pekanbaru. 
3. Bagi Penulis, untuk bahan tugas akhir pada program studi D3 
Administrasi Perpajakan dalam memahami Dampak Perubahan Bea 
Materai Rp 6000 menjadi Rp 10.000 di Kantor Notaris Paulus Manaek 






1.4 Metode Penulisan  
1.4.1 Lokasi Penulisaan Tugas Akhir 
Penelitian Tugas Akhir ini dilakukan di Kantor Notaris Paulus 
Manaek Simbolon, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Raya Pekanbaru – 
Bangkinang KM 16,5 No. 13 Rimbo Panjang 
 
1.4.2 Waktu Penulisan 
Adapun waktu Penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2021 sampai 
dengan bulan Juni 2021. 
   
1.4.3 Jenis Data 
a. Data Primer  
Menurut Sugiyono (2008:137) Data primer merupakan data yang 
dikumpulkan oleh perorangan atau secara langsung dari objek yang diteliti 
dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan. Dan dalam hal ini penulis 
akan mewawancarai secara langsung kepada Bapak Paulus Manaek 
Simbolon, S.H., M.Kn. Pekanbaru dan atau Pegawai kantor Notaris. 
b. Data Sekunder  
Menurut Sugiyono (2008:137) Data sekunder merupakan data yang 
diperoleh atau dikumpulkan data disatukan oleh studi-studi sebelumnya 
atau diterbitkan oleh intansi lain, biasanya sumber berupa data informasi 





catatan, dokumentasi, buku-buku, dan seterusnya yang berkaitan dengan 
masalah penulisan Tugas Akhir. 
 
1.4.4 Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang melakukan 
pengamatan secara langsung untuk mendapatkan data dan informasi yang 
ada di lapangan dengan mencatat hal-hal yang berguna untuk menyusun 
tugas akhir. 
a. Wawancara 
Menurut Sugiyono (2015:329) Dalam pengumpulan data penulis 
melakukan wawancara dan Tanya jawab sebagai suatu kegiatan dilakukan 
untuk mendapatkan infomasi secara langsung dengan memberikan 
pertanyaan-pertanyaan kepada para responden. Wawancara bermakna 
berhadapan antara interview dengan responden, dan kegiatan lainnya 
dilakukan secara lisan. 
b. Dokumentasi 
Menurut Sugiyono (2015:329) Dokumentasi adalah suatu cara yang 
digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, 
arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta 







1.5 Analisis Data  
Dalam menganalisa data metode yang digunakan adalah analisis 
deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengangkat fakta keadaan dan 
fenomena-fenomena berupa ucapan dan perilaku sekitar yang diamati yang 
terjadi selama penelitian. Dengan kata lain deskriptif kualitatif, yaitu tata 
cara penelitian yang menghasilkan data dalam uraian kalimat. 
 
1.6  Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yaitu urain secara garis besar apa yang menjadi 
dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika penulisan yang 
akan dijabarkan pada bab-bab yaitu sebagai berikut: 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Pada Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, 
tujuan dan manfaat, metode penelitian dan sistematika 
penulisan 
 
BAB II  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan deskripsi atau tentang gambaran umum 
lokasi penelitian yang meliputi sejarah singkat, Visi dan 
Misi, Struktur Organisasi pada Kantor Notaris Manaek 






BAB III  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 
Pada bab ini penulis menguraikan tentang tinjauan teori 
atau konsep yang digunakan untuk pembahasan serta 
deskripsi mengenai data yang berkaitan dengan judul dan 
pembahasan mengenai dampak perubahan bea materai Rp 
6000 menjadi Rp 10.000 pada Kantor Notaris Paulus 
Manaek Simbolon, S.H., M.Kn. Pekanbaru. 
 
BAB IV  PENUTUP  
Bab ini merupakan bab penutup dalam penulisan penelitian 
















GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
2.1 Sejarah Kantor Notaris  
Notaris Paulus Manaek Simbolon, S.H., M.Kn. menjabat sebagai Notaris 
sejak Tahun 2001 dengan surat keterangan Menteri Kehakiman Republik 
Indonesia Nomor: C.9.HT.03.01.TH. 1999 tanggal 11 januari dan mulaai aktif 
menjabat sebagai Notaris tanggal 28 Januari 2001, dan beralamat Jl. Raya 
Pekanbaru – Bangkinang KM 16,5 No. 13 Rimbo Panjang 
Selain sebagai Notaris, Bapak Paulus Manaek Simbolon, S.H., M.Kn juga 
menjabat sebagai Pejabat pembuat Aktah Tanah berdasarkan Surat Keputusan 
Kepala Kantor badan Pertahanan Nasional tanggal 26 Mei 2001 Nomor : 17-XI-
2001, dan dengan demikian sudah menjabaat sebagai PPAT sejak tahun 2001. 
Organisasi yang di ikuti adalah INI (Ikatan Notaris Indonesia) yang 
merupkan organisasi resmi Notaris di Indonesia, yang di ikuti para Notaris. 
Organisasi  ini sesuai dengan UUJN ( undang-undang jabatan notaris). INI (Ikatan 
Notaris Indonesia) terdiri dari beberapa pengurus yaitu sebagai berikut :  
1. Pengurus Pusat 
2. Pengurus wilayah 









2.2 Visi Dan Misi  
a. Visi 
Visi dari Kantor Notaris dan PPAT Paulus Manaek Simbolon, S.H., M.Kn. 
adalah menciptakan kestabilan dan perlindungan hukum bagi klien dalam 
melakukan setiap transaksi yang terjadi dengan menjunjung tinggi 
peraturan perundang-undangan  
 
b. Misi  
Misi dari Kantor Notaris dan PPAT Paulus Manaek Simbolon, S.H., 
M.Kn. adalah  
1. Menbangun dan menjaga kepercayaan dalam permasalahaan yang 
bersifat rahasia serta memberikan solusi terbaik kepada setiap klien 
2. Membantu masyarakat dalam proses peralilhan hak tanah dan 
bangunan 
3. Menciptakan kerja sama yang baik antara notaris dan karyawan serta 
klien sehingga tercapai kepuasan bagi masing-masing pihak. 
 
2.3 Definisi  dan Wewenang Kantor Notaris  
Di Indonesia, profesi Notaris mulai masuk pada permulan abad 17, dengan 
adanya Ost Indische Compagnie, yaitu gabungan perusahan-perusahaan dagang 
Belanda untuk perdagangan di Hindia Timur yang dikenal dengan nama VOC 
(Verenigde Ost Indische Compagnie) dengan gebernur jendralnya yang Bernama 





di Jakarta (Batavia) pada tanggal 27 Agustus 1620 Melchior Kerchen bertugas 
melayaani semua surat, surat wasiat dibawah tangan (codicil), persiapan 
penerangan, akta kontrak perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (testament), 
dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kota praja dan 
sebagainya. 
Pada saat tahun 1860 pemerintah Hindia Belanda melakukan penyesuaian 
peraturan yang berlaku di negeri Belanda. Maka diundangkkanlah praturan 
jabatan notaris (notaris regelmen) Staarsblad 1860 Nomor 3 yang diundangkan 
pada tanggal 26 januari 1860 dan mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 juli 
1860. Dan peraturan jabataan notaris terdiri dari 36 pasal yang merupakaan 
terjemahan dari notaris wet ang berlaku di negeri Belanda sendangkan notaris wet 
ang berlaku di Belanda merupakan kondifikasi dari ventosewet yang berlaku bagi 
notaris di perancis. 
Kini perkembangan notaris di Indonesia juga mengalami perkembangan 
sesuai dengan perkembangan bangsa  dan negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat 
dari keberhasilan pemerintahan orde reformasi dalam Undang-undang Nomor 30 
tahun2004 tentang jabatan notaris yang sekaraang telah diubah menjadi Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2014 yaitu Notaris adalah Pejabat umum yang 
berwewenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewewenangan lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 
Jabatan Notaris.  
Notaris berwewenang membuat akta autentik memngenai semua 





undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakaan 
dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan 
Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang 
pembuatan Akta itu tidak juga di tegaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain 
atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. 
Sebagaimana yang dimakasud dalam pasal 15 ayat (2) Notaris 
berwewenang pula : 
a. Mengesahkan tanda tangan dan  menetapkan kepastian tanggal surat di bawah  
tangan dengan mendaftar dalam buku khusus 
b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus 
c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat 
uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan 
d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya 
e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengn pembuatan Aktta 
f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertahanan atau 
g. Membuat Akta risalah lelang. 
Selain itu tugas pokok dan kewenangan PPAT sebagai berikut : 
1. PPAT bertugas melaksanakaan sebagian kegitan pendaftaran tanah dengan 
membuat mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun 
yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah 
yang dilibatkan oleh perbuatan hukum. 






a. Jual beli 
b. Tukar menukar 
c. Hibah 
d. Pemassukan ke dalam perusahaan 
e. Pembagian hak bersamaa 
f. Pembagian hak gunaa atau hak pakai atas tanaah hak milik 
g. Pemberian hak tanggungan 










4.1  Kesimpulan 
berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan pada 
bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dengan diberlakukan nya materai terbaru yaitu materai Rp 10.000 oleh 
pemerintah pada tanggal 1 Januari 2021, Kantor Notaris Paulus Manaek 
Simbolon, S.H., M.Kn. Pekanbaru mengalami kerugian yang diakibatkan 
adanya penempelan 2 (dua) Materai yaitu materai Rp 6000 dan 3 (tiga) 
materai Rp 3000 yang biasanya hanya di tempel satu materai saja untuk 
dokumen. 
2. Kendala yang dialami pada Kantor Notaris Paulus Manaek Simbolon, SH., 
M.Kn pada saat peraturan baru bea materai dikeluarkan tentang bagaimana 
tata letak penempelan materai yang baik dan benar mengenai materai Rp 
3000 dan Rp 6.000. 
3. Penempelan materai pada gambar 3.4 terjadi kesalahan yaitu penempelan 
materai yang  dilakukan pada Kantor Notaris Paulus Manaek Simbolon, S.H., 
M.Kn peletakan materainya ditindih. Yang Seharusnya penempelan materai 
yang baik dan benar yaitu ditempel bersebelahan dengan sejajar sesuai 









Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, 
maka saran yang dapat disimpulkan adalah Dengan adanya perubahan bea materai 
terbaru ini yaitu materai Rp 10.000 terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan 
dan diatur lebih tegas, bahwa yang menjadi objek bea materai sendiri atas 
dokumen kertas dan bukan kertas termasuk dokumen elektronik yang digunakan 
untuk mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan 
nasional dan berharap dengan adanya materai Rp 10.000 ini bisa memberikan 
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Daftar Pertanyaan Wawancara 
1. Apakah di Kantor Notaris sudah mulai memakai materai Rp 10.000 dan 
sejak kapan diberlakukannya materai Rp 10.000 di Kator Notaris? 
2. Apa kendala yang dialami dengan adanya perubahan Bea Materai Rp 6000 
menjadi Rp 10.000? 
3. Surat atau dokumen apa saja yang dikenakan materai Rp 10.000? 
4. Data apa aja yang berkaitan dengan materai Rp 3000, Rp 6000 dan Rp 
10.000? 
5. Bagaimana menyikapi tentang adanya perubahan Bea Materai yang 
tadinya Rp 3000, Rp 6000 dan sekarang menjadi Rp 10.000?  
6. Bagaimana dampak perubahan bea materai Rp 6000 menjadi Rp 10.000 
terhadap kegiatan Kantor Notaris? 
7. Jenis dokumen apa saja yang memerlukan materai pada Kantor Notaris? 
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